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Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati 
Purwakarta; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) 
 



3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

 

 

 

 

 

 



12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 459); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 288); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 
Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 590); 

 

 

 

 

 

 



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 
Nomor 22, seri E); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. 
(Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, 
Tambahan Lembar Daerah Nomor ); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta 
Tahun 2012 Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2018 
– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 

Nomor 3); 

30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2022 Nomor ); 

31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor ); 

 

 

 

 



32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah  Tahun 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor ); 

 

 
M E M U T U S K A N  : 

  

Menetapkan :  
PERTAMA : 

Rencana Kerja Kecamatan Bungursari tahun 2023 
 

KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan Bungursari Tahun 2023 sebagaimana  
ditetapkan pada DIKTUM PETAMA merupakan dokumen 
perencanaan   tahunan sebagai dokumen dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi  Kecamatan Bungursari  

KETIGA : Rencana   Kerja   Kecamatan   Bungursari     Tahun 2023 
Sebagaimana    Ditetapkan   pada   DIKTUM   PETAMA   disusun  
sebagai  lampiran  yang   merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan  ini dengan sistimatika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4  Sistematika Penulisan 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat 
Daerah 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT 

DAERAH 
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 
3.3   Program dan Kegiatan 

 
 
 
 
 
 
 

 



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP 
 
 
KEEMPAT   : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
 
 
         
 
 
        Ditetapkan di Bungursari  
        Pada tanggal            Juli 2022 
    
                                                                                                                         CAMAT BUNGURSARI  
 

  
 
                                                                                                                       M.SARIPUL HAROM,S.Sos 
                    NIP. 19640104 199103 1004                                                                                                               



 


